BAB II
LANDREFORM DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

A. Keadaan Landreform Di Indonesisa

Dengan lahirnya UU No. 5 tahun 1960 ( UUPA ), seba
gal implementasi pasal 33 UUD 1945, maka terciptaleh uni
fikasi dalam bidang hukum agraria di Indonesia dan terha
puslah duslisme hukum yang berleku sejak masa kolonial ,
yang didasarken peda hukum adat dan hukum barat. ( Hus -
tiati,$H ; 1690 ; 28 ).

UUPA, selain merupskan politik hukum pertanahan
yang baru begi bangsa Indonesia, juga merupekan suatu
titik tolek perombakan struktur pertanahan yang disebut
"landreform". Hal ini terbukti adanye ketentuan-ketentu-
an yeng terdspat dalem konsiderans pasal 19 UUPA, yang
menegaskan bahwa : berbagai undang undang atau peraturan
lain yang berkaitan dengan pelaksanaan landreform, tidak
boleh keluar dari sistimatike yeng telah dikembangkan ol
eh UUPA. ( Hustiati,SH ; 1990 ; 23 )

Sementéra itu, kebijaksanaan—kebijaksanaan‘ ysng
digariskan dalam GBEN dan repelita, merupakan suatu keha
rusan ysng wajib ditaati dan dilsksanakan dalsam menata
hubungan menusia dengen tansh dar merupakan kebutuhan
mutlek bagi bangse Indonesia, dimena sistim pertanehan
sangat bderpengaruh terhadap pembangunan perekonomian In-

donesia. Dengan peleksanaan landreform diherapkan terce-
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pai pemerataan bagi rakyat banyak.

1. Istileh yang dipergunakan

Pasal 1 UUPA berbunyi sebegai berikut
"Seluruh bumi, air den ruang engkasa serta kekayaan alam
yang terkandung didalamnya dalam wileyah Republik Indone
sia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air

dan ruang angkase bangse Indonesia dan merupakan kekaya-
an nasional". ( UUPA ; 1990 ; 6 )

Berdasarkan pasal 1 UUPA tersebut di atas, dikem -
bangkanleh pengertian agraria dalem arti luas, yang men-
cakup : bumi, air dan ruang angkesa, serta kekaysan alem
yang tdrkandung didalemnya. Sejalem dengan ini, dikem -
bangkan pule adanya istilah “"Agrarian Reform", yang men
caekup : lendreform, water-reform dan air-reform. ( Husti

ati ; 1990 ; 30 )

Di Indonesia, istilah yang lazim dipergunaken ada-
lah "Landreform". Hal ini terbukti dengen dituengkennya-
istileh tersebut daelem repelita IV, sebagai berikut :

"Dalem Repelita IV eken dituangken den dikembang -

kan kegiatan lendreform. Pelaksansan landreform te
rutara ditajukan untuk .....

Sebelum istileh landreform ini dipergunakan secara
resmi dalem repelita IV, istilah yang dipergunakan ada -
lah : "Penataan kembeli penggunasn, penguaseen, pemilik-
an, dan pengalihsn hak atas tanah". Istileh lendreform -
ini dihinderkan rengguraasnnye karena adenya anggapan bah
wa istilah ini beresal dari golongan PKI / BTI, sehingga
masyarakat den pemerintah sangat alergis menggunakannnya

Malahen ada yang menginginksn agar UUPA sebagai induk -
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landreform dicabut, dengan alasan bahwa UUPA dibentuk pa
da masa PKI dan dilandasi oleh manipol. GBHN dan Repe-
lita IV telah memberikan keputusan politik yang tepat
dan seterusnya UUPA harus dilihat dari kaca mata GBHN
dan Repelita ini. ( Prof. Dr. Parlindungan, SH ; 1987;8)

Pada mulanye istilah landreform dicetuskan oleh
Lenin yang banyek digunskan di negare komunis atau blok
timur dengan adagium "Land To The Tiller" untuk memikat
hati rakyat dan petani yang menderita karena tekanan
landlord, untuk kepentingan politis di negara tersebut .

( Hustiati ; 1990 ; 31 )

Istilah landreform di Indonesia dengan landreform
di negarae komunis tidek memiliki kesamaen dalam pengerti
ennya. Di Indonesia, landreform bukan hanya dalam penget
tian politis belaka, tetapi Jjuga merupeken pengertian
teknis. Selein itu landreform dilaksaneskan bukan hanya
untuk kepentingan negara atau golongen tertentu saja, te
tapi ditujukan untuk memberi kemekmuren bagi rakyet baik
secara individuil maupun bersama dengen cara mengakui
adanya hak milik perorengen, sedangkan landreform di ne-

gara komunis adaleh untuk kepentingan pertai semats.

2. Beberapa pengertian tentang landreform

Secara harfiah, keta lendreform beressk deri bsha-
sa Inggris, yaitu : Land, yang berarti tanah den reform
berarti perubahan, perombeken. Jadi landreform berarti -

perubahan / Perombakan terhadep struktur pertanzhan.
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Sebenarnya yeng dimaksudkan daslam pengertian di
atas bukan hanya perombakan terhadsp struktur penguasean
pertanahan, melainkaen perombakan terhedap hubungén manu
sia dengan tanah, hubungan manusia dengan manusia yang
berkenaan dengan tanah guna meningkatkan penghasilan pe-

teni. ( Hustiati, SH ; 1990 ; 31 )

Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para sar-

Jena tentang landreform adalah sebagai berikut :

a. Prof. Dr. A. Perlindungan, SH dalam bukunys "“Aneka Hu
kum Agraria"” halaman 8, menyatakan bahwa landreform -
bertujuan luas dan dikalangan dunia internasional ber
makna :

1. Perubahan hubungan entara menusia dengan tansh,con
tohnya ialeh bahwa petani itu berhak mempunyei ta-
nah sendiri dan dikembengken agar petani itu mempu
nyai tensh milik.

2. Perubahan dan perlindungan petani penggarap  dari
tuan tanah atau penghapusan pertuantanahan.

3. Larangan memiliki tanah yang luas ( latifundia ).

4. Larangan sbsenteisme atau guntai yang berarti bah-
wa tidak diperkensnkan orang mempunyai tansh perta .
nian Jjika tidsk digarap sendiri baik karena ia ber
tempat tinggal diluar lokasi tanah itu dan menyewa
kannya atau menyuruh orang lein mengerjakannya.

S. Penetapan suatu ceiling bagi kemilikan, yang bertu
juan untuk mencegeh terjadinya latifundie atau men
cegah penumpukan tanah ditengan satu orang yaitu
land-lord yang menguasai hidup orang banysk.

( Prof. Dr. A. Parlindungen, SH ; 1990 ; 8 )

b. Budi Harsono membedakan secara tegas antars landrefom
dalam arti sempit dan landreform delsm arti luas. Da-
lam arti sempit, landreform hanye menyangkut program
peromtakan mengenei pemiliken dan penguasean taneh
serte hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengua-

saan tanah. Sedangkan dalam arti luas, disamping pro-
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gram di atas Juge meliputi progrem-program sebagai be

rikut :

1. Pembaharuan hukum egraria ;

2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi kolonial ;

3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-eng
sur ;

4. Pérencanaan persediesan, peruntukan dan penggunasn
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dida -
lamnya secara berencane sesuai dengan daya kesang-
gupan dan kemampuannya.

S. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tansh
serta hubungan hukum yang bersangkuten dengan peng
uasaan tanah.

( Hustiati, SH ; 1990 ; 33 )

c. Dalam GBHN, landreform diartikan sebagai penataan kem
bali penggunaan, penguasaan den pemilikan serta penge
lihan hak atas tansh.

d. Hustiati, SH. landreform dalam arti sempit diartikan
membagi / memberikan tanah kepade petani tunskisma,se
dang dalam arti luas diartiken peromﬁekan hubungan an

tars menusia dengan tanah. ( Hustiati, SH ; 1990;33)

Dari beberape definisi yeng dikemukskan oleh para
sarjana di atas, depat ditarik satu kesimpulan bahwa
lundreforn adeleh suatu uszha pererintah daleh hal pembe
haruen tenak, guna mengedekan penyediean tanah bagi pera
penggarap dalam rangke pemilikan hak-hak atas tanah, ter

utume bagl peteni miskin yang tidax memiliki tanah.
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3. Dasar hukum pengaturan landreform

Pada dasarnye dengan dikeluarkannye UU No. S /1960
sudah meletakkan kembali daser-daser dari hukum pertansh
an di Indonesia, artinya bahwa dengan Undang Undang ter-
sebut telah memberikan areh tentang hukum agraria 4di In-

donesia dimasa-masa yang akan datang.

Lebih husus lagi, pengaturen landreform yang ter -
utama terdapat dalam UUPA adalaeh merupskan induk landre-
form di Indonesia° Beberapa pasal dari UUPA, Peraturan -
Pemerinﬁah, dan Peraturan Kenteri yang memuat tentang
objektif landreform, entara lsin :

a. UUPA : Pasal 6§ pasal 7; pasal 11 ayat 1 dan 2; pasal
12; pasal 13 ayat 1, 2, 3 dan 4; Pasal 17 ayat 1, 2 ,
3 dan 4.

b. Undang Undang No. 56 Prp. tshun 1960, tentang penetap
an luas tanah pertenian.

c. Peraturan Pemerintah No. 224 tshun 1961, tentang pels
sanaan pembagian tanah dan pemberian ganti rugi ; Jo
PP No. 41 tshun 1964 mengenal perubshan dan tambehann
PP. No. 224 tehun 1961.

d. Undang Undang No. 1 tahun 19583, tenteng penghapusan -
tenah partikelir.

e. Undeng Undeng Nc. 3 tahun 1972 pasal ( 1 ), tentang -
ketentuan-ketentuan pokox trensmigrasi.

f. Keputusan Presiden No. S4 tahun 1980, tentang pencets
kan tanah.

g. UU No. 2 tehun 1930, tentang Undang Unadang bagi hasil
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Undang Undang No. 33 tahun 1960, tentang penggunaan
dan penetapan luas tanah untuk tsnaman tertentu.
Keputusan Presiden No. 55 tehun 1960, tentang organi-

sasi den tata kerJja penyelenggaraan landreform.
Tujuen landreform

UUPA adalah merupekan induk dari landreform di In-

donesia, oleh karena itu tujuan UUPA juga merupekan tuju

an landreform di Indonesia, ysaitu :

a,

Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria
nasional, yang ekan merupakan alat untuk membawskan -
kemakmuren, kebshagiesan dan keadilan bagi negara dan
rakyat, terutame rekyat tani, dalam rangka mesyarakat
yang adil dan makmur.

Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuen dan
kesederhanaan dalam hukum pertanahan.

Meletakkan desar-dasar untuk memberikan kepastian hu-
kum mengenai hak-hak atas taneh bagi rakyat seluruh -
nya. ( UUPA ; 1990 ; 50 )

Beberapa pendapat para sarjana tentang tujuan

landreform di Indonesia, adalsah sebegai berikut

a.

Menteri Agraria ( Mr. Sadjerwo ) dalam pidatonya di -
depan sidang DPRGR tanggal 12 september 1960, menys
takan bahwa tujuan landreform di Indonesia adalah se-
bagai berikut :

1. Untuk mengadakan pembagien yang adil atas sumber
penghidupan rakyat tani yang berupa tenah, dengan
maksud ada pembagian hasil yang adil pula, dengan
merombak struktur pertenahan sema sekali secare
revolusioner, guna merealisir keadilan sosisl.

2. Untuk meleksanskan prinsip tench untuk tani, ager
tidek terjedi legi tenah sebspai objek spekulasi -
dan objek pemersasan.

3. Untuk memperkuat dan memperlues hak milik atas ta
nah bagi setiup warge negara Indonesia, baik laki
laki maupun wanite, yang berfungsi sosial.
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4. untuk ‘mengakhiri sistim tuan-tuan dan menghapuskan
pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besar-
an dengan tek terbatas, dengan menyelenggarakan ba
tas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga

S. untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong
terselenggaranya pertanian yang intensif secara
gotong royong dalem bentuk koperasi dan bentuk go-
ting royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan-
yang merata dan adil, dibarengi dengan suatu sis
tem perkreditan yang husus ditujukan kepada golong
en tani. )

( Prof. kr. Dr. Sudargo Gautama ; Tafsiran Undang
Undang Pokok Agraria ; 50 )
Effendi Perangin, SH. mengetakan bahwa tujuan landre-
form di Indonesie edalah untuk mempertinggi penghasil
an dan taraf hidup para petani penggarap tanah seba-
gai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan -
pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur
berdasarkan pancasila. ( Effendi Perangin, SH.; Hukum

Agraria Di Indonesia, suatu tealaah dari sudut pan-

dang praktisi hukum ; 122 )

Prof. Dr. A. P. Parlindungan, SH, mengatakan bahwa

tujuan utama dari pada landreform di Indonesie bukan

sekedar membagi-begi tenah dan pemindahan penduduk ,

tetapil harus disesuaikan dengen UUPA yaitu lerangan

absenteisme, larangan letifundia, larangen fragmenta-
si tanah pertanian, adanya ceiling dan sebagainja.

( Prof. Dr. A.P. Parlinduagen, SH. ; Aneka Hukum Agra

ria ; 31 )

. Dewan Pertimbangan Agung dalam usulnye "Ferombaksn -

Hak Tanah dan Fenggunaan Tenah", aenyatakan bahwa
lendreforz bertujuen : tercepainya masyarakat yang

adil dan makmur, khususnya bagi para petani dan selu-
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ruh rakyat jelata agar meningkat taraf hidupnya.
( Hustiati, SH.; Agraria Reform Di Philipina den Per-
bandingannya Dengan Landreform Di Indonesia ; 35 )
e. Dalem penjelasan ( umug ) Peraturan Pemerintah nomor-
224 tahun 1961 ( angka 1 ), disebutkan : "Salah satu
tujuan dari pada landreform adalah mengedakan pembagi
an yang adil dan merata atas sumber penghidupan rak-
yat tani yeng berupa tanah, sehingga dengen pembegian
tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan
merata puia". ( Departemen Dalam Negeri ; Kumpulan Pe
raturan Perundang-undangan Landreform Di Indonesia -
beserta Petunjuk Pelaksenaannye ; 317 ).

Dari beberapa pendapat para sarjana tentang tuju
en landreform di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan
lendreform di Indonesia dapat dikategorikan dalam 3 segi
antara lein :

a. Dari segi sasial ekonomi, lendeeform bertujuen :

- memperbaiki keadaan sosial ekonomi rskyat dengan
memperkuat hak milik, memberi fungsi sosial peda
hak milik;

- memperbaiki produksi nasional dalam bidang pertani-
an guna mempertinggi penghasilan dan teraf hidup
rakyat.

b. Dari segi sosial politi, landreform bertujuan :

- mengakhiri sistim pertuantanahan dan menghapus pemi

likan tanah luss.

- mengadakan pembagian tanah yang adil atas sumber -



sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah agar adsa
pembagian hasil yang merata pula.
c. Dari segi mental psikologis, landreform bertujuan :
- meningkatkan kegairahan kerja petani penggarap deng-
an cara memberi kepastian hak mengenai pemilikan ta
nah.

- memperbaiki hubungen kerja antara pemilik tanah dan

penggarapnya.

B. Pemilikan Tanah Dalam Islam

1. Tanah dan Hak Milik Tanah Dalam Islam

Allah Sang Pencipta mdzlah pemilik mutlak dari sega
la ciptaannya, dan ciptasan Allah adalah untuk semua manu
sia. Manusia adalah khalifah Allah dan mandataris belaka-
dalam mengelola dan mengambil manfaat atas ciptean-Nya' ,
atas segala harta benda dan kekayaan yang mereka kuasai,
Oleh karena itu manusia memanfaatkannya berdasarkan atur-
an-aturan dan hukum-hukumnya. Oleh Islam, pemilikan priba
di diakuil adanya, behkan dipertahankan dan dijaga sebaik
baiknya, sehingga dalam kontes ini pemilikan tidak bersi-
fat mutlak, karena Allah-lah Sang Pencipta dan Alleh saja

leh perilik mutlaknya.

Bagil orang yang senantiasa mengakuil nash-nash dari
kitab Al-qur'an, maka akan banyak kita temui dasar pokok
tentang pemilikan harta seluruhnya dengan segale bentuk
dan macamnya, bahwa segala yang ada di bumi ini adalah

milik Allah SWT.



M e Kepunyaan Allah lah kerajaan langit éan bu
mi dan apa yang ada di antara keduanya .......
( A1-Qur'an ; S ; 17 )

\J“‘\¥:}ﬁdyﬁj L)4r*’\19k){ﬁ9\5\-/lr”*\_)&4uh
e to}‘,\\‘) \J:_h

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan
apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas
segala sesuatu". ( Al-Qur'an ; S ; 120 )

(s Pl Liler G 1 3 KoM 3N

- "Kepunyaan-Nyza-lah semua yang ada di langit, se-
mua yang di bumi, semua yang di antara keduanya
dan semua yang di bawah tanah". ( Al-Qur'an;20;6)

Tanah, adalah salah satu faktor produksi yang pa-
ling dominan yang banyak menjadi pokok permasalahan dian
tara menusia, hingga banyak menimbulkan pertumpahan da-
rah diantera sesama keluarga, suku-suku primitif, 1lebih
lebih dalar masyarakat modern seperti sekarang ini.

Pemilikan tenah dianggap sebagai tipe pemilikan -
Yang par exellence di negara-negara kapitalis. Namun pe-
milikan individu tidak diakui dalam masyarekat sosialis
dan komunis. Jika tenaga kerja dijadikan hak m}iik pero-
rangan, tetapi bila tanpa tanah meka faktor tenaga kerja
pun akan zubadzir. Karena dalam kenyatsanya hasil produk
si atau kemakmuran bergantung pade dua faktor, yaitu te-
naga kerzn <¢z2a tunan.

Di dalam Islam, ada dua pokok kegiatan kaum musli
min yang paling dominan dalem rung ka pemrilikan hak, ya

itu pertanien dan peternskan.
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Pada zaman kholifah Uzmar Ibnu Al-Khattab, faktor
faktor praduksi yang menjadi pemilikan pribadi adalah
tanah. Kareba tanah dapat memenuhi kebutuhan pokok bagi
manusia dan tetap sifatnya. Jike manusia bisa mengelola
tanah dengan baik, niscaya tanah itupun akan menghasil
kan dan hasilnya akan dapet dijadikan pemilikan  secara
individu.

Ada dua hek milik yang diakui oleh Islam, yaitu
hak milik khusus dan hak milik umum.

(:;X Hak milik khusus

islam perpandangan bahwa manusia adalah mahluk -
yang memiliki dorongan-dérongan yeng merupakan fitrah ,
dan instinkfinstink sosial. Diantara pembawaan-pembawaan
dan instink-instink itu adalah instink ingin memiliki
dan menyukai harta benda. Instink inilah yang mendorongg
manusia melekukan usaha, pembangunan dan ingin kekal. Se

bagaimana diterangkan dalam Al-Qur'en, Allah berfirman :

(W-fs }‘ ) kz‘\_‘,y-J\l\ U\,:«;\g A=t VA u\}‘;:t\g

"Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencam
pur baurkan ( yeng halal dan yang batil )". " Dan
kamu mencintai harta benda dengen kecintean yang
berlebihan'. ( Al-Qur‘en ; 89 ; 19 - 20 )

Juga sabda Resulellah SAW. : g
BELY, Fo Heimtloly e o9 o
LA.G M\\_M\,q\\}\!\y\rg\ Qx\\}yw.?)c

Codod 20

"Seandeinya znak Adam mermpunyai dus lexbah berisi
harta, pasti masih ia cari Jjugs lembah ke’ tiga
yang lain. Padshal yang memenuhi perat anak Adem
tidaklah lain dari tanah belaka. Tagi Allah membe
ri tobat bagi siapa yung mau bertotat". ( Shohih-
uslim ; 66 )
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Disini sikap Islam terhadap hek milik adalah sikap
mengakui adanya tidak'mengingkari, sikap menghormati bu-
kan sikap menyia-nyiakan. Akan tetapi ketika Islam menga-
kui dan menghormati hak milik ini, tidaklah lalu ia mera-
sa cukup begitu saja dan berhenti, tapi lebih dari itu ia
mengatur hak milik ini. Penghormatan Islam terhadap hak
milik akan tampak jelas dalam penghormatannya terhadap -
harta benda yang merupakan tumpuan hak milik ini. Penghor
matan terhadap herta ini tampak sebagai berikut
- bahwa sysri'at mengeanggap harta termasuk 1ima tujusn -
Yang wajib dijaga dan dipelihara. Lima tujuan itu sda -
lah : Agarna, jiwa, akal, kehormatan dan hsrta ;

- Syari'at melarang orang melanggar ketentuan atas harta
ini dengan macam apapun dari bentuk pelanggaran..( Sis-

tem Ekonomi Islem Prinsip Prinsip dan Tujuan Tujuannye)

_b.) Hak milik umum
Hak milik umum adalsh herta, apabila dikhususkan -
untuk kepentingan umum ateu kepentingen jamaah ksuxz musli
min. Hak milik ini biasanya meliputi milik-milik umug da
lam negera, seperti jalan-Jjalan, aliran-aliran sungai dan
lein sebagainya. Negara Islam telah mengakui rcacan hak
milik ini sejak awal sejarahnye dalax bertagai macam ben-
tuk. Secara ringkas diantaranya dalar duas bentuk berikut
ini, yaitu tanah suzka ( ARDLUL EI¥A ) dan ternnh-isnah la
dang terbuka.
Taneh sueka adelah sebidang tensh yeng diurus oleh

pemerintah, khusus dimanfaatkan untuk umumnya kaum musli-



Jika dilihat pades masa-masa permulaan kemerdekaan,

dimana sebagian penduduk buta huruf dean Jjumlah kaum ter
pelajar relatif sedikit, kini kaum melek hurus dan kaum
terpelajaenya jauh meningkat jumlehnya. Dengan keadaan

yang semacam ini akan meningkat pula kebutuhan hidupnya.

Faktor ini sangah mempengaruhi adanya penyediaan
tanah. Semakin meningkat Jjumlah penduduk dan kwalitas hi
dup penduduk, baik di desa maupun di kota, akan semakin
meningkét pula kebutuhan akan tanah, dan secara relatif
semakin terhatas penyediaan tanah untuk pembangunan dan

pertanian.

Melihat keadesan yang demikian ini, Pemerintah Kabu
paten Daerah Tingkat II Blora mengsmbil kébijaksanaan un
tuk meleksanakan program landreform, yakni dengan meng
adakan perencanaan tata guna tanah, tata ruang tanah dan
konsolidasi tanah perkotsan dan tanah pedesaan ( Kantor

Pertanahan kabupaten Blora ; Kesi PPT )

B. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Blora

Di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Jjuga melaksa
nakan pendaftaran tznah. Hal ini dilasksanakan astas dasar
bunyi pesal 1¢ UJUPA, adalash sebagei berikut :

( 1 ) Untuk menjamin kepustian hukum oleh Pemerintah di
adakan pendaftaran tansh diseluruh Wilayah Repu -
bldék Indonesis menurut ketentuan-ketentuan yang
dietur dengan FPeraturan Pemerintah.

( 2 ) Pendaftaran tersebut dalem ayat ( 1 ) ini meliputi
a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;
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<:§>/Sistim Pembagian Hek Pemilikan Tanah Dalem Islah

Dalam hal ini aken dikemukakan sistim pembagian
hak pemiliken tanah pada masa kholifah Umar Ibnu Al-Kho
ttop. Pada masa Khalifah Umar Ibnu Al-Khodtob, pemilikan

tanah yang lezim berleku dalam wilayah kekuasaan Islfm :
1. Sistim Iqta' ( sistim pemilikan individu )

Iqte' disebut Jjuge pemberian tanah negera, yang me
rupakan adat kebiasaan yang asal usulnya dari zaman Ra-
sulallsh. Iqta' berarti cara pembderian atau penyershan -
satu qati'ah "sebidang tanah". Jadi Iqta' bermekna pembe
rian tanah negera untuk perkebunen seseorang. ( Irfan -

Mahmud Ra'sna ; 1977 ; 41 )

Rasulalleh sendiri pernah memberikan tanah kepada
oreng yang dikehendakinya. Pemberien tanah itu diutema -
kan adeslah keum muskimin yang memerlukan pertolongan. Na
bi juga memberikan IGta' kepeda kaum muslimin yang taat
dan banyek berjase memejukan Islam. Hal ini dilekseneskan
oleh Rasulelleh SAW, dengan tujuan untuk mempersispken -
rehabilitasi mereka yang ditinggalkan saudera-saudaranya
dan kawan-kswannya, yang kehilangan harte bendanya san
pai Jjeatuh miskin, sedangxan mereka tidek diperbolehkan -
untuk minta-minta kepade sesamanya. ( Irfan Mahmud.Ra‘e—

na ; 1977 ; 41 ) //

Pemberian Iqta' disertai penganugershan hsk kepemi
liken kepada ghli waris. Iqta‘' seperti ini disebut seba-

gai Iqte' tamlik. Dalam Iqta' Jenis ini pemiliknya bebas

z
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menggunakannya, dan hak kepemilikannye dapat aiteraskan -
kepada ahli warisnya.

Kepada individu-individu yang telah mendzpatkan ke
pemilikan hek tanah, maka mereks berhak puls dalem menik-
mati hasilnya. Pade masa Umar, pemilik tanah ini diwajib-
kan memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ol
eh pemerintah, bahwe taneh harus bener-benar digerap dan
diolah dengan sungguh-sungguh. Jika tidak, haknya atas ta
nah tersebut hileng. Dalam jangka waktu tiga tazhun diberi
kan sebegal batas waktu penggarapen tanah, Bile selama -
jengka waktu itu pemiliknye gegal mengolehnya, hek kepemi-
liken atas tanah dicabut kembali.

Tanah-tenah kebun kadang-kadang diambil kembali ol
eh negara jika dianggap amat penting untuk kemaslshaten -
umum .

Dengan demikien depat disimpulkan bahwa tanah-ta -
nah negara yang diberiken kepade individu-individu itu
ada empat‘katagori iqta', yaitu :

- Iqta' total, pemilikan diberiken berikut hek pewarisan-
nya. Dalem hal ini pemilik dejat menjual taneh yang di-

3 3 3 3 b e T Ane—
berikan, dan dikenakan pajek berupes kharag can atau usr

- Igta' Qudria, yekni akrli wsris hanye diperkenenkan reme
tik hesil dari tenah ysng diberiken, ia tidak berhsk -

menjualnya. Tenah ini nanya berups hak waris, tapi s1 -
pewaris tidek disaz mewariskannye lagi.

Iqte' yong diberikan kepada seseorang hanysa sebateas

usianya. Bile ia mati maka Iqte! diambil kembabi.
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- tanah Jjuga dapat diberikan kepada seseorang tanpa batas
waktu tertentu, yang kapan saja dapat diembil kembali

oleh negara.

2. Sistem Hima' ( sistim pémilikan tanah kolektif )

Hima wmeriapakan institusi paling penting yang biasa
berlaku pada masa khalifah Umar. Tanah yang dimiliki satu
orang atau lebih, dikerJjakan oleh sebusah suku dan hasil-
nya digunakan untuk kepentingan bersema Institusi Hima'-
Juga terdapat dalam masyarekat pedesaan, yang biasanye di
gunakan tewmpat ternsknya merumput. Hima' biasanya menca -
kup satu wileyah yang luas. Pada mulanya Hima' tidak ber
laku permanen, tapi kemudian diduduki menetap oleh suatu
suku untuk beberapa periode sampai dianggep sah sebagai
milik mereka. Hima' yang terlalu luas sering dimiliki ber
sama oleh beberapa suku etau anak suku. Nabi sendiri per-
nah memberikan hima kepsada sejumlah orsng. Hasil penggara
pan tanah hira' haerus dikeluerken untuk ushr ( semacam za
kat ). Bila Ushr tidak dibayer, maka pengussaan hiza®' bi-

sa dicabut.

3. Tanah milik bangsawan dan praktek tusn tanah oleh
negara
Dengan penaklukan bernagei negera, praktek tucn ta
nahpun dijalankan oleh negsra. Dengan sistim ini, tanah -
adalah milix negara den pure penggarapnya menjadi penyrews
nya. Penyewa tidak berhak memilikinye. Karene itu, taneh
tersebut tidak boleh dialihkan ;tau digjual.

Tanah-tenah negara itu diklasifikaesiken ke dalam
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sawafi, yaitu tanah yang berada di bawah wewenang negara
Sawafi pada dasarnys adalah taneh milik umat dan tidak -
boleh diberikan kepade siapapun. Para penyewa penggarap-
membayar pajak tanah kepada negara dan karenanya mereka
tidak boleh diusir. Walaupun inférmasinya tidak Jeles
barangkali penyewaannya tetap berade pada keluarga yang
sama dan dapat diteruskan sebagai warisan dengan status
yang serupa. Xamun yang jeles, tznah ini tidak boleh di
Jual oleh penyewa ataupun gubernur setempat.

Qenis tanah lain yeng Juga tergolong dalam tanah
kerajaan edalah yang disebut fay. Fai sebenarnyae sudeh
ada sejak zaman Nabi. Kedalemnya termasuk tansh-tanah -
( rempasan ) yang diserahkan kepada Nebi untuk digunakan
menurut keperluan.

Bentuk tanah negara yang lain ialah diysh. Diyah
berarti taneh milik negura. Lain halnya dengen sawaji.Ka
lau diyah adalah merupakan perkebunan pribedi tetapi mi-
lik negera, sedangkan sawaji adelah tanah negara yvang
boleh dipakai oleh umum.

Tenah milik negara, apuksh itu sawaji, fay, diyah
atau waqf dikenakan kharaj. Xharaj merupakan suatu pemba
yaran yang lebih menyerupai sewz tanah dari pade pajaxk -
karena penyewaannya, terlepas apapun egamanya, harué
membayar pajak ( kharaj ).

4. Prektek tuan taneh swasta
Delam sistim ini tanrah &iziliki oleh para tuan

tanah yang mempekerjakan para penggarap untuk mengolah -
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nya. Di Arab, tuan tanch menyerahkan tanah kepada petani
penggarap berdasarkan pembagian hasil. Caera ini pertama-
kali dilakukan oleh Nabi yang melakukan perjanjian sewa
menyewa tanah dengen otang-orang Yehudi dari suku Khay -

bar.

S. Hak kepemilikan petani
Dalam sistim ini, pemilik sendirilah yeng mengelo
le tenah. Sistim ini lazim berlaku di Arab, terutama ter

hadap lshan-lahan yang baik dan subur untuk ditanami.



